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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG
TATACARA PENY ELE SAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YNG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M enimbang : a bahwa untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan kepastian
hukum bagi setigp penduduk Indonesa daam rangka memantgpkan
dabilitas nasond dan memperkokoh Ketahanan nasond, dipandang perlu
mempercepat proses penyelesaian permohonan
Pewarganegarann oleh orang asing di Indonesig;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu dikeluarkan
Keputusan Presiden yang berisi petunjuk-petunjuk untuk
mempercepat  penydesaian permohonan pewarganegaraan di - sduruh
Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113)
sebagamana telah diubah dan ditarnbah dengan Undang-undang Nomor
3 tahun 1976 tentang kewarganegaraan Republik InUdonesa (Lembaran
Negara Tahun 1976 Nomor 20);

3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953
Nomor 54) tentang Pengawasan Orang ASng;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 157);

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran
Penduduk; .

6. Ingruks Presden Nomor 6 Tahun 1971

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA.
Pasal 1

Orang adng yang betempat tinggd di wilayah Republik Indonesa yang telah memenunhi
persyaratan Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dapat mengajukan permohonan
Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 2

Tiap pernohon menyampaikan surat permohonannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia
di atas kertas bermeterai Rp 20,- kepada Menteri Kehakiman melaui Pengadilan Negeri dari
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tempat tinggal pemohon, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/ surat-surat Sebaga berikut:

a. Salinan sah Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir pemohon;

b. Sura Keterangan Kemigrasan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Imigras atau Kantor
Imigras Daerah setempat, yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tingga secara sah di
Indones asdama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;

Salinan sah SuratTanda M€l apor diri ( STMD);

Surat Keterangan berkel akuan baik dari Kepaa K epolisian setempat

€. Sdinan sah Akte Perkawinan dan Surat Persetujuan igteri (bagi vang sudah kawin) atau Sdinan

sah Akte perceraaVvKematian suami aau Surat Keterangan sah yang menyatakan bahwa

wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam aks perkawinan;

Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;

g. Bukti pemhayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara/Pos/ Perwakilan RI;

h. Sura keterangan bermaa Pencaharian tetap dari pgabat pemerintah sekurang-kurangnya
Camdt;

I. Sura keterangan dari perwakilan negara asd aau surat bukti bahwa sstdlah memperoleh
kewarganegaraan Republik indonesia, pemohon tidak mempunya Kewarganegaraan lain dan
khusus warganegara Rakyat Cina cukup melampirkan surat pembayaran melepas
kewarganegaraan asa yang ditandatangani oleh pemohon.

J. Surat tanda pembayaran ongkos administras Pengadilan Negeri sebesar Rp 3.000,-

k. Pas foto

Qo

—

Pasal 3

(1) Pengadilan negeri telah menerima berkas permohonan pewarganegaraan segera
memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan sebagamana dimaksud pada Pasa
2

(2) Pengadilan Negeri memintakan aas diri pemohon Surat keterangan tentang kesetiaannya
terhadap negara RepubliK Indonesa kepada Bupati/Walikota, Kepolisan dan Kegaksaan
Negeri setempdt;

(3) Sambil menunggu surat keterangan seperti tersebut ddam ayat (2), Pengadilan Negeri
menguji pemohon mengenai kemampuan berbahasa Indonesa dan pengetahuan tentang
sgarah Indonesig;

(4) Apabila salah satu atau semua surat keterangan dari ketigaingdans tersebut ayat (2) setelah 21
hari sgak tanggd pengiriman bdum juga diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka
dianggap bahwa dari pihak pejabat tersebut tidak ada keterangan untuk meragukan
kesetiaan pemohon terhadap negara Republik Indonesa dan berkas permohonan segera
dikirimkan kepada M enteri Kehakirnan.

(5) Pengadilan Negeri setempat merigirimkan berkas permohonan pewarganegaraan secara
lengkap kepada Menteri Kehakiman sdamba-lambatnya 30 hari setdah diterirnanya
permohonan,

Pasal 4

(1) Menteri Kehakiman menditi berkas permohonan pewarganegaraan yang diterima dari
Pengadilan negeri dan yang memenuhi persyaratan diteruskan dengan suau sura
pengantar kepada Presden untuk memperoleh keputusan tembusan surat pengantar beserta
berkas-berkasnya disampaikan kepada K epala BAKIN;

(2) Kepaa BAKIN sdanjutnya mengadakan penelitian dan penilaian atas permohonan
tersebut dan setelah menyampaikan kepada Presiden pertimbangan tentang dapat
dikabulkan atau tidaknya permohonan pewarganegaraan yang bersangkutan berikut
berkasnya;

(3) Penydesaian sebagal mana dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) dilaksanakan ddam waktu
14 (empat belas) hari sgak diterimanya berkas permohonan.

Pasal 5

() Presiden memberikan keputusan mengenai permohonan pewarganegaraan
dengan mempertimbangkan bahan-bahan pertimbangan dari Kepaa BAKIN;
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(2) apabila permohonan pewarganegaraan itu ditolak, Menteri Kehakiman
rnemberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon, dengan memberikan tembusan
kepada Kepala BAKIN, Kepala Pengadilan Negeri dan Bupati Kepala Daerah tempat
tinggal pemohon yang bersangkutan.

pasal 6

(1) Petikan Keputusan Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keluarnya
keputusan Presiden, tentang pengabulan pewarganegaraan seperti dimaksud Pasd 5 ayat (1),
oleh Sekretariat Negara harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan
surat pengantar sedangkan salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri
Kehakiman;

(2) Kepada pemohon pewarganegaraan diberikan ternbusan surat pengantar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sebagai pemberitahuan;

(3) Pengadilan Negeri setempat secepat mungkin melaksanakan pengambilan sumpah/janji
setiakepada negara Republik Indonesi aterhadap pemohon yang dikabulkan;

(4) Pengadilan setempat membuat Berita Acara Pengambilan sumpah/Janji setia kepada negara
Republik 1ndones a dan mengirimkan kepada:

- adi untuk pemohon/yang diambil sumpah/janji setianya, - tembusan | untuk
Departemen Kehakiman,

- tembusan Il untuk Sekretariat Negara,

- tembusan |11 untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 7

Demi kelancaran kecepatan serta pengamanan pel aksanaan dari Keputusan Presiden ini, suatu
team gabungan dari pusat dapat ditugaskan ke daerah tertentu menurut keperluan. Keanggotaan
team gabungan ini antara lain terdiri dari pejabat-pegabat Departemen Kehakiman,
Departemen Dalam Negeri, Kgaksaan, Kepolisan, BAKIN dan lain- lain.

Pasal 8
Permohonan pewarganegaraan yang sebdum dikduarkannya Keputusan Presiden ini sudah
diterimalada di tigp tingkat penyelesaian, di tangani menurut ketentuan yang terdapat ddam
Keputusanini.

Pasal 9
Keputusan Presden ini mulai berlaku padatangga ditetapkan.

Ditetgpkan di Jakarta

Padatanggal 11 Februari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A
ttd

SOEHARTO


http://www.djpp.depkumham.go.id

